PROSES PELAKSANAAN PKKPR BERUSAHA oleh Pemerintah Daerah

Jika permohonan tidak
lengkap, maka permohonan
ditolak Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
7X24 jam untuk perbaikan

20 Hari kerja

.
1. Pendaftaran

*Pelaku usaha mengajukan PKKPR melalui
sistem OSS RBA

-
2. Pemeriksaan kelengkapan dan

kualitas oleh Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang
.

~

J

-
3. Permohonan dikaji kualitas
oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang
&

~

s

4. Rapat Forum Penataan Ruang

-

J

Rekomendasi FPR

s

5. KKPR di TTD Kepala Daerah

-

~

J

Penerbitan PKKPR

s

6. KKPR diunggah ke OSS untuk
diterbitkan versi Digital

-

~

s

7. Pelaku Usaha mengunduh
PKKPR melalui akun OSS

.

Persyaratan Teknis :
a) Koordinat Lokasi

o O T

)

) Kebutuhan luas lahan kegiiatan pemanfaatan ruang
) Informasi penguasaan tanah

) Informasijenis usaha (KBLI)

) Informasi bangunan eksisting

f) Informasirencana bangunan

g) Jumlah bangunan yang direncanakan

h) Rencana jumlah lantai bangunan

i) Rencana luas lantai bangunan

j)  Rencana teknis bangunan dan /atau rencana induk kawasan

S

Lengkap SPS Terbit Expired dalam 7X24 jam (Kantah)

!

Pertek Pertanahan
dikirimkan sebagai bahan
pertimbangan



PROSES PELAKSANAAN PKKPR NON BERUSAHA oleh Pemerintah Daerah

Jika permohonan tidak
lengkap, maka permohonan
ditolak Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
7X24 jam untuk perbaikan

20 Hari kerja

 _ __ A
1. Pendaftaran
*Pelaku usaha mengajukan PKKPR melalui
Dinas DPMPTSP
J
e R

2. Pemeriksaan kelengkapan dan
kualitas oleh Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang
. J

( )
3. Permohonan dikaji kualitas

oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang
& J

( )
4. Rapat Forum Penataan Ruang

\ J
Rekomendasi FPR

( )

5. PKKPR di TTD Kepala Daerah

\ J
Penerbitan PKKPR
e R

6. PKKPR diterbitkan versi Digital
di Dinas DPMPTSP

- J

-
7. Pelaku Usaha dikirimkan
PKKPR melalui via WA atau

datang ke kantor Dinas DPMPTSP
_

J

Persyaratan Teknis :
a) Koordinat Lokasi

o O T

)

) Kebutuhan luas lahan kegiiatan pemanfaatan ruang

) Informasi penguasaan tanah

) Informasijenis usaha (KBLI)

) Informasi bangunan eksisting

f) Informasirencana bangunan

g) Jumlah bangunan yang direncanakan

h) Rencana jumlah lantai bangunan

i) Rencana luas lantai bangunan

j)  Rencana teknis bangunan dan /atau rencana induk kawasan

Lengkap SPS Terbit Expired dalam 7X24 jam (Kantah)

!

e Pertek Pertanahan
dikirimkan sebagai bahan
pertimbangan



BerAKH LAK) ’1‘ PU a‘m Pemerintah Kabupaten

Mamuju Tengah

rorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten

B
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif SlGAP MEMBANGUN NEGERI

ALUR PELAYANAN PKKPR
BERUSAHA

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Ajukan PKKPR melalut Pemeriksaan Kelengkapan dan
Dinas DPMPTSP Kualitas oleh Dinas PUPR

k- 'l
# 7 X 24 Jam

Pengkajian Kualitas Permohonan Rapat Forum Penataan Ruang
oleh Dinas PUPR Rekomendasi FPR

5 PKKPR ditandatangani oleh PPKKPR diunggah ke 0SS untu
Kepala Daerah diterbitkan versi Digital

Pelaku Usaha mengunduh PKKPR melalui akun
0SS

PERSYARATAN TEKNIS

® Koordinat lokasi ® Informasi rencana bangunan

® Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang ® Jumlah bangunan yang direncanakan
® Informasi penguasaan tanah ® Rencana jumlah lantai bangunan
® Informasi jenis usaha (KBLI) ® Rencana luas lantai bangunan

® Informasi bangunan eksisting ® Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan




BerAKH LAK) ’1‘ PU a‘m Pemerintah Kabupaten

Mamuju Tengah

rorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten

B
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif SlGAP MEMBANGUN NEGERI

ALUR PELAYANAN PKKPR
NON BERUSAHA F
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Ajukan PKKPR melalut Pemeriksaan Kelengkapan dan
Dinas DPMPTSP Kualitas oleh Dinas PUPR

k- 'l
# 7 X 24 Jam

Pengkajian Kualitas Permohonan Rapat Forum Penataan Ruang
oleh Dinas PUPR Rekomendasi FPR

5 PKKPR ditandatangani oleh PKKPR diterbitkan versi Digital
Kepala Daerah di Dinas DPMPTSP

]
i
-

'l.
'u'
-

' 4

-, Penyerahan PKKPR via Whatsapp atau diambil di
Kantor DPMPTSP

PERSYARATAN TEKNIS

® Koordinat lokasi ® Informasi rencana bangunan

® Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang ® Jumlah bangunan yang direncanakan
® Informasi penguasaan tanah ® Rencana jumlah lantai bangunan
® Informasi jenis usaha (KBLI) ® Rencana luas lantai bangunan

® Informasi bangunan eksisting ® Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan
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